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Sejalan dengan tumbuhnya perekonomian dibidang perdagangan dalam masyarakat, 
juga tuntutan pemakai barang yang mengalami peningkatan pesat, hal tersebut mendorong 
sebagian masyarakat beralih atau memilih untuk mencari pendapatan dijalur perdagangan. 
Kebutuhan yang meningkat dan pelayanan yang memuaskan juga salah satu pilihan 
masyarakat untuk memilih berbelanja dipasar modern atau mal, karena banyak sekali yang 
ditawarkan didalam pertokoan pasar modern, yakni mulai dari berbagai macam kebutuhan 
pokok sehari-hari, pakain, elektronik, dan lain-lain. Dengan dekorasi atau hiasan yang 
memperlihatkan kemewahan, pedagang juga mempersiapkan dana tambahan selain untuk 
biaya persewaan, karena untuk sewa sebuah konter disebuah mal sangatlah mahal. 
Sewa-menyewa merupakan suatu bentuk perjanjian yang sering dilakukan dalam 
kehidupan bermasyarakat. Hubungan hukum ini terjadi untuk memenuhi kebutuhan dimana 
pihak yang satu tidak memiliki barang yang dibutuhkan, sehingga harus menyewa dari orang 
lain dengan membayar uang sewa dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan sewa-menyewa 
diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata “sewa-menyewa adalah suatu persetujuan 
dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan dari suatu 
barang selama suatu waktu tertentu. 
Dalam hal ini sewa-menyewa ataupun setiap perjanjian terdapat istilah wanprestasi 
yang artinya adalah tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan 
perjanjia yang telah disepakati. Dalam kasus wanprestasi ini yang dilakukan oleh seorang 
pedagang kepada distributor yang menditribusikan barang yang dipesan atau dibeli oleh 
pedagang tersebut. Distributor merupakan seorang perantara yang menyalurkan produk 
sebuah pabrik (manufactur) ke pengecer atau (retailer) setelah suatu produk yang dihasilkan 
oleh pabrik, kemudian dikirimkan sekaligus dijual kepada distributor. 
 
 






Get along with the economic grow in the commercial field of the society, there is 
also the demand of goods user' have rapid increase , in this case boosting part of  the 
people switch to or choose to looking for income in trading line. The need is increase  
and satisfying service also become one's option to take shop in modern market or malls, 
cause there are numerous things to be offered in the modern market stores, start from 
daily principal variety need, clothes, electronic, and many more. With decoration that 
showing luxurious, the trader also preparing additional fund instead of rental fee, cause  
the rent of the outlet counter in the mall so costly. 
Rental as a form of agreement oftentimes done in the social living. This legal 
relationship occur to meeting the need where one party who does not having a goods that 
needed, then must be leasing from another one by paying rental fee within specific time. 
The provision of rental regulated in Civil Code concerning to "rental is an agreement which 
one party to bonding himself to give pleasure from one things in specific time". 
In this case rental or each agreement found illegal act mean that the obligation 
does not implemented as duly appropriate with the agreement that agreed. In the illegal 
act done by a trader to distributor who distributing ordered goods or bought by the trader 
mentioned. Distributor represent a mediator who distributing a product from a 
manufacture to retailer products that produced by a manufacture, then shipped and sold to the 
distributor all at once. 
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1. Hak dan kewajiban para pihak bilamana dalam perjanjian tidak disertakan atau 
dilengkapi adanya barang yang belum dilunasi kepada distributor, dalam hal ini 
kewajiban dan hak penjual atau pembeli juga sangatlah diutamakan, karena dengan 
adanya hal tersebut perselisihan sengketa akan dapat terselesaikan dengan mudah tanpa 
menempuh jalur hukum. 
2. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan para pihak apabila terjadi wanprestasi, 
maka metode penyelesaian berdasarkan kekeluargaan atau konsiliasi yang menjadi 
pilihan, karena bila menunggu proses sidang berlangsung akan menghabiskan banyak 
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